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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 











ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha’ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Sad S Es (dengantitik di bawah) 
ض Dad D De (dengantitik di bawah) 
ط Ta T Te (dengantitik di bawah) 
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi  
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El  
م Mim M Em 
xi 
 
ن Nun N En  
و Wawu W We  
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrop 
ي Ya’ Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 



















i i  َا 
 dammah 
 












ai a dan i  َْىـ 
 fathahdanwau 
 






  ََلَْوَـه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Contoh: ََتََاـم : mata 
  ىـَمَر: rama 
  ََلـْيِـق : qila 
  َُتَُْوـمَـي: yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: َِلَافْطَلأاََُةـَضْوَر :raudah al-atfal 


























a dan garis di atas 
 
idangaris di atas 
 




َُ ةــَمـْكـِْحـَلا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  َّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: ََانَـ  ـبَر : rabbana 
ََانــَْيـ  جَـن : najjaina 
َُ  قـَحْــَلا : al-haqq 
َُ  جـَحْــَلا : al-hajj 
ََمِــ  ُعن : nu“ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(  َىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  َىِـلـَع : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َىِــبَرـَع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: َُسـَْمـ  ّ  شَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َُ ةَــلَزْــل َّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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َُ َةفـْسلَـفْــَلا : al-falsafah 
ََُدلاِـــبْــَلا  : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: ََنْوُرـُمَأـت: ta’muru>na 
َُءَْو  ـنْــَلا : al-nau’ 
 َءْيـَش : syai’un 
َُتَْرـِم ُّ َُأ: umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 





َِاللَُْنـيِد     dinullah َِاللَِِاب     billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
َُهـَِاللَِةَمْـــحَرَِْيفَْم hum fi rahmatillah 
10. HurufKapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 
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(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 






B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
KUHP  = Kita Undang-Undang Hukum Pidana 
UUD  = Undang-Undang Dasar 
UU  = Undang-Undang 
KHI  = Kompilasi Hukum Islam 
swt.  = Subhanau wa ta’ala 
saw.  = Sallallahu ‘alaihi wa sallam 
QS…/…:… = Qur’an Surah  
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
َص = ةحفص 
َمد = ناكمَنودب 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
 iivx
 
 صلىَاللَعليهَوَسلم = صلعمَ
 طبعة = طَ
 بدونَناشر = دنَ
  الىََاخرهاَ \ الىَاخرهَََ = الخَ
 جزء = جَ
 v 
 
 KATA PENGANTAR 
 
Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang 
memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu 
terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita 
waktu, tenaga, dan pikiran, dapat dapat merampungkan skripsi ini. Oleh  karena itu, 
sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang 
hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha 
Sutradara, Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat 
dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, 
penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah 
memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup. 
Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah SWT. yang sangat 
membutuhkan bantuan dari orang lain. Maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih 
yang setinggi-tingginya kepada sederatan hamba Allah SWT. yang telah memberikan 
sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan, kiranya 
dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih disampaikan kepada 
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M. Pd dan pembimbing II yang dengan penuh dedikasi, keiklasan, dan kesabaran 
meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan-
masukan keilmuan yang sangat berharga hingga saat selesainya penyusun skripsi 
ini. 
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan 
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Nama :  Faizal Antili 
Nim :  10300111021 
Jurusan :  Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul : PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT 
DIPENGADILAN AGAMA KELAS IB WATAMPONE (Analisa 
putusan perkara  NO. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP). 
 Skripsi ini merupakan studi tentang putusan verstek dalam perkara cerai 
gugat, putusan verstek adalah sebuah putusan yang dilakukan majelis hakim dikarena 
pihak tergugat tidak meghadiri persidangan setelah dipanggil secara layak. 
Berdasarkan pengertian diatas penulis ingin mengkaji tentang permasalahan: 1. 
Bagaimana aturan perundang- undangan tentang verstek?, 2. Apa landasan Hukum 
bagi Hakim dalam proses pembuktian dalam perkara cerai gugat terhadap putusan 
verstek?, 3. Bagaimana analisa putusan perkara verstek No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp. 
di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone?. 
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif  
yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai dengan 
realitas. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data Primer berupa penelitian 
lapangan dan sata sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan. 
Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara 
dengan orang yang lebih mengetahui hal tersebut, observasi, dokumentasi. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis langsung meneliti ke Pengadilan Agama Watampone 
untuk mencari data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dan 
menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara melakukan 
wawancara langsung terhadap Wakil Ketua Pengadilan Agama dan hakim Pengadilan 
Agama. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut Landasan hukum bagi hakim Pengadilan 
Agama Watampone untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain 
merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu 
Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada 
dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana 
pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. Pertimbangan yang 
dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam perkara No. 
229/Pdt.G/2013/PA.Wtp, adalah sebagai berikut : Bahwa, dengan ketidakhadiran 
tergugat dalam persidangan, majelis    hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan 
hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. Tindakan 
Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendengarkan keterangan saksi 
sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar putusan yang dijatuhkan 






A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan 
menurut Hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan 
gholiidhan untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
1
 Selain itu, baik Undang- undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum 
Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 
membina keluarga yang bahagia,kekal,abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
2
  Hal tersebut sesuai dengan apa yang tersirat QS. Al-Rum/30:21 
                        




Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram 
kepadanya, dan dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang 
kemudian berujung kepada perceraian. Perceraian yang hadir ditengah-tengah 
kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, demikian halnya dengan 
hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang mengetahuinya akan 
terjadinya juga proses perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan hal itu 
senada dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menjelaskan bahwa 
meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci Allah swt.
4
 
Adapun hadisya sebagai brikut:  
 ِنْب ِبِراَحُم ْنَع ،ٍلِصاَو ِنْب ِف ِّرَعُم ْنَع ،ٍِدلاَخ ُنْب ُد َّمَحُم َاَنث َّدَح ،ٍدَْيبُع ُنْب ُرِيثَك َاَنث َّدَح




Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib 
bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. beliau bersabda: "Perkara halal 
yang paling Allah benci adalah perceraian." 
 
 Dalam Islam, perceraian  hanya di benarkan, jika pasangan suami istri tidak 
dapat lagi utnuk hidup bersama walaupun telah diusahakan ada perdamaian dari 
kedua belah pihak.  
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Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan 
putusan hakim , atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
6
Perceraian yang 
sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang 
fatal. Hal ini misalnya bila telah memiliki anak terhadap anaknya ditelantarkan 
merupakan masalah baru yang timbul pasca perceraian mayoritas anak-anak yang 
orang tuanya telah bercerai hak dan kewajiban anak sering kali tidak dapat terpenuhi. 
Dalam masyarakat kita, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan 
jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung 
Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum 
Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang 
mendukungnya mengharuskan jalan penyelasaian yang tuntas, dan diselesaikan 
dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari. 
Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian 
dengan mengajukan khuluk, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami 
untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.
7
 Dengan kata lain di Indonesia, 
perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai 
Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak 
diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur 
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dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No: 3 tahun 2006).
8
Sebab lain yang dapat 
mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan. 
Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami 
ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin 
dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena 
itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi 
aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat 
terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. 
Selain kehadiran kedua pihak yang berperkara, hal lain sangat berperan 
penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan 
perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Atas 
kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan 
dengan tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam.
9
 Posisi hakim dalam persidangan 
sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 
121 HIR 124 R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, 
mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum 
yang tepat. 
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Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebgaimana dalam 
Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian maasyarakat adanya proses beracara 
yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan 
tergugat harus hadir kehadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah 
memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat 
memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau 
tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan 
yang menangani menyelesaikannya.  
Namun, sering kali ketidak hadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya 
sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau 
tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal 
ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan 
putusan verstek. 
Maksud utama system verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong 
para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian 
perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.
10 
Ada beberapa syarat tentang putusan verstek, diantaranya:
 
a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain 
serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah. 
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c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan. 
d. Penggugat mohon keputusan. 
Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan 
keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim 
itu setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara’ (Al-Quran).11 
Memang acara verstek ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena 
tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar 
diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak 
menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara 
patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 
14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 
128 HIR 152 R.Bg).
12
 
Masalah lain verstek dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan 
pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan 
Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian 
yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Materil.
13
Berdasarkan UU RI No: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 
yang menyatakan bahwa ”Hukum Acara berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali 
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yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.14 Jadi bila ditinjau dari 
peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, juga Peradilan Agama sebenarnya 
tidak mempraktekkan verstek itu, sebab tidak mempunyai verstekprocedure.
15
 Maka 
jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk 
ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan 
khusus dalam Undang-undang tersebut. 
Menurut Abdurrahman bagi perkara-perkara yang tergugatnya tidak datang, 
hakim harus waspada untuk sebelum mengambil keputusan mengenai pokok 
perkaranya,meneliti lebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hukum 
atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan.  Sebagai contoh: A 
menggugat B supaya keluar dari rumah yang ditempatinya. Rumah tersebut bukan 
milik A pribadi, tetapi milik C saudara A. Gugat hanya atas alasan bahwa A selaku 
saudara C berkewajiban juga menjaga kepentingan C. Permohonan gugat yang 
demikian itu tidak mempunyai dasar hukum dan harus “tidak dapat menerima” juga 
dalam  tergugat tidak datang menghadap.
16
 Bertolak belakang dengan apa yang 
dikemukakan oleh Soepomo, menurutnya pembuktian tidaklah diperlukan dalam 
putusan verstek yakni ketika tergugat tidak datang, dan baru diadakan sesudah ada 
perlawanan. 
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Ditinjau dari pendapat di atas yang secara tidak langsung menjelaskan tidak 
perlu dibuktikan, maka dalam hal perkara perceraian bisa saja terjadi pemufakatan 
kedua belah pihak dan kebohongan atau sandiwara dalam proses beracara di 
Pengadilan. Kemudian apakah praktek di lingkungan Pengadilan Agama 
menggunakan pembuktian ataupun tidak dalam putusan verstek perceraian? 
Mengingat, jika diajukannya perkara ke Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat 
memiliki kepentingan masing-masing. Berangkat dari permasalahan diatas, penulis 
pikir hal ini perlu dikaji. Mengingat di zaman sekarang semakin banyak terdapat 
faktor penyebab terjadinya perceraian dengan berbagai macam problematika sosial 
yang tentunya akan berujung pada Pengadilan. 
B. Deskripsi fokus dan fokus penelitian 
a. Deskripsi fokus penpelitian 
Dari latar belakang masalah  diatas pada kesempatan ini penyusun akan 
menjelaskan satu persatu definisi dari judul draft skripsi ini. Adapun istilah yang 
digunakan yaitu: 




2. Yuridis         : Menurut hukum18 
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4. Perkara         : Urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)20 
5. Cerai Gugat        : Perceraian yang disebabkan oleh satu gugatan terlebih 
dahulu yang dilakukan salah satu pihak kepada 




b. Fokus penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. 
judul skripsi ini mengkaji  landasan hukum proses pembuktian dalam perkara 
No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp                                                                               
yang diputus dengan tidak hadirnya tergugat (verstek) yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dalam perkara cerai gugat. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis dalam hubungannya dalam 
skripsi, maka penulis mengemukakan masalah pokok bagaimana pelaksanaan putusan 
perkara verstek No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp di pengadilan Agama kelas 1B 
Watampone. Dari pokok masalah tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam beberapa 
sub masalah, yakni : 
1 .  Bagaimana aturan perundang- undangan tentang verstek? 
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2 . Bagaimanakah  landasan hukum bagi Hakim pengadilan agama watampone dalam 
proses pembuktian dalam perkara cerai gugat terhadap putusan verstek 
No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp? 
3. Bagaimana analisa putusan perkara verstek No.229/Pdt.G/2013/PA.Wtp. di 
Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone? 
 
D. Kajian  Pustaka 
1. Prof. Dr. Sudikno Mertukusumo. S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum 
Acara Perdata Indonesia, membahas tentang hukum materiil sebagaiman 
terjelma didalam undang-undang atau yang bersifat tidak 
tertulis,merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana 
orang berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat. Didalam buku ini 
juga dibahas masalah putusan diluar sidang (verstek). Kata verstek itu 
sendri pernyataan bahwa tergugat tidak datang dihari sidang pertama, ada 
kalanya tergugat tidak datang dan mengirimkan surat jawaban, yang 
mengemukakan tangkisan (eksepesi), bahwa pengadilan negeri tidak 
berkuasa memeriksa perkaranya. Dalam hal ini sekalipun ia atau wakilnya 
tidak datang, hakim wajib memutuskan tentang eksepsi setelah penggugat 
didengarkan keteranganya. 
2. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata 
membahashukum acara perdata yang cukup lengkap karena memuat secara 




penjelasan yang luas mengenai tata cara (prosedur) beracara di pengadilan 
perdata yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan.Begitu juga 
buku ini membahas verstek yang tidak terlepas kaitannya dengan 
ketentuanpada pasal 125 HIR ayat (1)  atau 78 RU bertitik tolak dari pasal 
tersebut, telah dikemukakan syarat-syarat sahya penerapan acara verstek 
kepada tergugat. Di dalam buku ini juga dijelaskan syarat sahnya acara 
verstek, penerapan-penerapan acara verstek, bentuk putusan acara verstek, 
dan juga upaya hukum terhadap putusan verstek. 
3. Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul sistem Pembuktian Dalam 
Peradilan Indonesia, membahas tentang sistem pembuktian serta pokok-
pokok acara yang berlaku pada masing-masing lingkungan peradilan yang 
meliputi: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, 
dan peradilan militer, ditambah dengan pembahsan mahkamah agung segai 
pengadilan tertinggi negara. Mengigatkan bahwa jenis-jenis alat bukti 
sangat bergantung pada hukum acara yang digunakan. 
4. Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH dan Drs. Syaifuddin, SH,M.Hum dalam 
buku yang berjudul Hukun Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada 
Peradilan Agama menjelaskan sekilas tentang peradilan agama, selain itu 
buku ini juga mebahas masalah kompetensi absolut peradilan agama, dan 
banyak membahas tentang tahapan atau tata cara beraacara secara lengkap 





5. Dr. Abdul Gani Abdullah. S.H dalam bukunya yang berjudul Pengantar 
Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia membahas tentang 
teori ilmu hukum sebagai bentuk pengantar teori ilmu hukum dan sebagai 
upaya untuk pembaca memahami segi-segi normatif dalam kerangka ajaran 
umum ajaran hukum islam. Buku ini banyak membahas tentang analisis 
teori ilmu hukum, untuk mengantar kehadiran kompilasi hukum Islam 
dalam tata hukum Indonesia. Disisi lain buku ini juga menampilkan sisi 
timbal balik antara ilmu hukum dan fiqih.  
Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan oleh 
penulis, baik secara kelompok maupun perorangan. tidak ditemukan yang 
membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam 
skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang Hukum Acara 
Perdata, namun masih bersifat umum, maka dengan itu penulis ingin 







A. Pengertian Verstek 
 Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga 
tidak menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan, sedangkan kedua 
belah pihak telah dipanggil dengan patut oleh pihak pengadilan. Pihak yang 
tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidak hadiran 
salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, 




 Pihak penggugat yang tidak hadir perkaranya digugurkan dan 
diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih 
dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jika pada hari sidang 
pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir atau pun tidak menyuruh 
wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil 
dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek.
2
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 Abdulkadir Muhammad,  Hukum Acara Perdata Indonesia  (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
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 Putusan verstek adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat tidak 
hadir, meskipun ia menurut Hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat 
dinyatakan,  jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.
3
 
 Berdasarkan Pasal 126 HIR. Pengadilan sebelum menjatuhkan sesuatu 
putusan (gugurnya  gugatan atau pun verstek). Pengadilan dapat memanggil 
sekali lagi pihak yang tidak datang. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana 
terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak 
berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh.
4
 
 Mengenai pengertian verstek sangat erat kaitannya dengan fungsi 
beracara di pengadilan. dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan 
atas perkara yang disengketakan pihak yang memberi wewenang pada Hakim 
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya pengugat atau tergugat. Verstek tidak 
terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg ) dan Pasal 125 HIR 
(pasal 149 R.Bg). 
1. Pasal 124 HIR:5 
  Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir 
dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal 
ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia 
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dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan 
gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut. 
Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan 
diluar hadir atau tidak hadir penggugat dengan syarat:
6
 
a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa  alasan 
yang sah. 
b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara 
tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek. yang memuat 
diktum : 
1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut. 
2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara. 
c. Terhadap putusan verstek itu penggugat tidak dapat mengajukan 
perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi. Sehingga terhadap 
putusan tertutup upaya Hukum. 
d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali 
gugatan  itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara. 
2. Pasal 125 (1) HIR:7 
  Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak 
menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil 
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dengan juru sita maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), 
kecuali kalau ternyata bagi p engadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak 
atau tidak beralasan. 
 Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 
di atas, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa 
hadirnya tergugat, dengan syarat: 
a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang 
ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason). 
b. Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum : 
1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau  




Jika gugatan tidak berdasarkan Hukum, yaitu apabila peristiwa-
peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan 
akan dinyatakan tidak diterima (nier ontvankelijk verklaard). Jika gugatan itu 
tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang 
membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini 
bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan 
merupakan putusan setelah pertimbangan mengenai pokok perkara. Pada 
putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan 
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lagi tuntutannya, tetapi didalam praktek sekarang putusan tidak diterima dan 
diminta banding, sedang dalam hal penolakan tidak terbuka kesempatan untuk 




Jadi putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan 
penggugat. Pada hakekatnya lembaga verstek ini untuk merealisir asas andi et 
alteram partem, jadi kepentingan tergugat pun harus diperhatikan, sehingga 
seharusnya secara ex officio Hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam 
prakteknya sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa 
mempelajari gugatan lebih dahulu. 
Menurut Gumala Dewi mengemukakan bahwa “Putusan verstek hanya 
menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran 
dalil-dalil gugat”. 10Disamping itu Abdul. Kadir Muhammad menyimpulkan 
bahwa “Dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin 
juga mengalahkan Penggugat”.11 
 
 
                                                          
9
 Sudikno Merto Kusumo,  Hukum Acara Perdata Indonesia   (Yogyakarta:  Liberty, 1998), 
h.  85  
10
Gemala Dewi, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2005), h. 
152 
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B. Syarat-Syarat Acara Verstek 
 Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian 
pengguguran gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR, sedangkan yang akan 
dibicarakan dalam uraian ini adalah verstek terhadap tergugat. 
 Menurut Yahya Harahap (2006:383), sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada 
tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. 
Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat seperti berikut:
12
 
1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. 
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah. 
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi 
  Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek 
yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut:
13
 
1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang para hari sidang 
yang ditentukan. 
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil kuasanya yang sah untuk 
menghadap. 
3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut 
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4. Petitum tidak melawan hak 
5. Petitum beralasan 
             Syarat-syarat di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, dan 
apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek 
dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 
dipenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, 
meskipun mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila 
syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam 
gugatannya, misalnya gugatan dianjurkan oleh orang yang tidak berhak, kuasa 
yang menandatangani surat gugat ternyata tidak memiliki surat kuasa khusus 
dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
14
 
           Elfaniah Zuhriah, mengemukakan putusan verstek yang diatur dalam 
pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU 
Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek 
dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagi berikut: 
1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain 
serta tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan 
yang sah. 
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3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan eksepsi mengenai kewenangan. 
4. Penggugat hadir di persidangan dan 
5. Penggugat mohon putusan. 15 
C. Penerapan Acara Verstek 
  Pada suatu sisi, undang-undang menyatakan kehadiran tergugat 
disidang  sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum 
menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk 
membela kepentingannya. Disisi lain, undang-undang tidak melaksanakan 
penerapan acara verstek secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan 
putusan verstek terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. 
Hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan 
yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan.
16
 Dalam 
memutuskan perkara hakim mempunyai pertimbangan dalam mengambil 
putusan yaitu : 
1. Ketidak hadiran Tergugat pada Sidang Pertama, Langsung Memberi 
wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek. Seperti 
telah dijelaskan diatas, apabila tergugat telah dipanggil secara patut namun 
tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim 
langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan 
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putusan verstek. “Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau 
ex officio, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat”.17 
Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan 
audi alteram partem, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang 
pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. 
Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional 
langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberi kesempatan lagi kepada 




2. Mengundur Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi. 




1) Hakim memerintahkan pengunduran sidang; 
2) Selanjutnya Hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil 
kembali tergugat, agar datang menghadiri persidangan pada 
tanggal yang ditentukan. 
Sistem yang demikian diatur dalam Pasal 126 HIR. Ditegaskan, 
apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, Hakim 
tidak dapat langsung menerapkan acara verstek, tetapi Hakim dapat 
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memanggil kembali pihak yang tidak hadir ( tergugat ), agar menghadap 
pada persidangan yang akan datang. 
20
 
Ditinjau dari segi kepatutan di hubungkan dengan tujuan perwujudan 
fair trial, sangat beralasan menerapkan ketentuan Pasal 126 HIR. Penerapan 
tersebut bertujuan memberikan kesadaran dan kesempatan kepada tergugat 
untuk membela hak dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan 
yang dihadirinya atau kuasanya.
21
 
3. Batas Toleransi Pengunduran 
Ditinjau dari Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas 
kebolehan pengunduran sidang apa bila tergugat tidak menaati panggilan. 
Pasal itu hanya mengatakan Pengadilan Negeri atau Hakim dapat 




Ketentuan Pasal 126 HIR memang membenarkan pengunduran yang 
tidak terbatas. Akan tetapi, Penerapan seperti itu dapat dianggap:
23
 
1) Sewenang-wenang terhadap penggugat. 
2) Bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan yang digariskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 
4 Tahun 2004. 
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Bahkan penerapan seperti itu, bertentangan dengan asas impersialitas 
dan perlakuan yang sama (equal treatment). Tindakan mengundur 
persidangan selama beberapa kali,  tanpa batas terhadap ketidakhadiran 
tergugat, dapat ditafsirkan sebagai perlakuan keberpihakan kepada tergugat 
pada satu sisi, dan mengembilkan kepentingan penggugat pada sisi lain.
24
 
 Berdasarkan penjelasan diatas, untuk melindungi kepentingan kedua 
belah pihak yang berperkara. Berdasarkan hal tersebut, batas toleransi 
pengunduran yang dapat dibenarkan oleh Hukum minimal dua kali dan 
maksimal tiga kali :
25
 
Memberi toleransi pengunduran jadwal persidangan, secara moral 
dianggap mengandung sikap parsialitas kepada tergugat. Oleh karena itu, 
batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan :
26
 
1) Hanya sampai tiga kali saja, 
2) Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan telah 
dilakukan sebanyak tiga kali, tetapi tergugat tetap tidak menghadiri 
persidangan tanpa alasan yang sah, Hakim wajib menjatuhkan 
putusan verstek. 
Merujuk dari Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, diubah menjadi 
imperative sehingga Hakim wajib menjatuhkan putusan verstek, apabila pada 
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D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Serta Proses Pemeriksaannya 
1. Verzet 
Verzet adalah perlawanan terhadap verstek yang telah dijatuhkan oleh 
Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus verstek, 
dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus 
putusan verstek tergugat. 
Perkara yang diputus dengan verstek, dianggap secara formal dan material 
sudah selesai. Tergugat yang kalah, tidak dapat mengajukan kembali perkara 
tersebut (perkara yang diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan 
perlawanan yang disebut dengan istilah “verzet”. Setelah menggunakan upaya 




Banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek peradilan terhadap upaya 
yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan verstek. Sering terjadi 
permintaan banding terhadap putusan verstek. Artinya, putusan verstek langsung 
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diminta banding. Padahal menurut ketentuan Pasal 128 dan 129 HIR atau Pasal 
153 R.Bg sudah melandaskan, upaya Hukum yang tepat untuk itu hanya verzet. 
Karena adanya perlawanan, kedudukan penggugat menjadi pihak yang 
terlawan (geopposeerde), sedangkan pihak tergugat menjadi (opposant). Jika 
perlawanan tersebut dapat diterima, berdasarkan Pasal 129 ayat (4) HIR 153 ayat 
(5) R.Bg, maka pelaksanaan putusan verstek menjadi terhenti, kecuali ada 
perintah untuk tetap melaksanakan putusan verstek meskipun ada perlawanan. 
Dalam proses pemeriksaan perlawanan semacam ini, pihak terlawan penggugat 
asal dibebani pembuktian lebih dulu, kemungkinan pihak pelawan tergugat asal 




 2. Proses Pemeriksaan Perlawanan 
Mengenai proses pemeriksaan perlawanan atau verzet, perlu dijelaskan 
beberapa landasan Hukum yang harus ditegakkan yaitu : 
a. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan yang menjatuhkan putusan verstek. 
Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan, menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama yang semula menjatuhkan putusan verstek. Dengan demikian, 
permintaan perlawanan memenuhi syarat formil: 
1) Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya. 
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2) Disampaikan kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan 
Verstek sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan pasal 
129 ayat (2) HIR. 
3) Perlawanan ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak 
lain, selain daripada penggugat semula. 
b. Perlawanan terhadap verstek, bukan perkara baru 
Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan 
semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi 
tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil 
gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. 
Sehubungan dengan itu, putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa 
verzet  terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru. 
Sedemikian rupa eratnya kaitan antara perlawanan dengan guguran semula, 
menyebabkan komposisi perlawanan (topposant) sama persis dengan tergugat 
asal dan terlawan (geopposeorde) adalah penggugat asal. Demikian penegasan 
putusan MA 494K Pdt 1983 yang mengatakan dalam proses verzet atau verstek , 
pelawannya berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.
30
 
c. Perlawanan mengakibatkan putusan verstek tidak lagi memiliki kekutan 
Hukum tetap 
Apabila diajukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya menurut 
Hukum. 
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1) Putusan verstek menjadi mentah kembali 
2) Eksistensinya dianggap tidak pernah ada 
3) Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan verstek 




 Berarti eksistensi putusan verzet dapat dikonstruksi sebagai berikut: 
1) Selama tenggang waktu verzet masih belum terlampaui, eksistensi putusan 
verstek bersifat relative atau semu. Secara formil putusan verstek memang 
ada, tapi secara meteriil, belum memiliki kekuatan eksekutorial selama 
belum dilampaui tenggang waktu mengajukan verzet belum dilampaui. 
2) Eksistensinya lenyap atau mentah, apabila dalam tenggang waktu yang 
dibenarkan undang-undang diajukan verzet. 
 Dalam hal terhadap putusan verstek diajukan verzet dapat timbul akibat 
sebagai berikut: 
1) Eksistensinya akan lenyap secara mutlak, apabila perlawanan dikabulkan. 
Jika perlawanan dikabulkan dengan sendirinya putusan verstek dibacakan 
sehingga putusan itu mutlak lenyap. Yang muncul menjadi dasar 
penyelesaian perkara adalah putusan perlawanan atau putusan verzet. 
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2) Eksistensi putusan verstek mutlak menjadi dasar penyelesaian perkara, 
apabila perlawanan yang diajukan tergugat ditolak. Apabila Pengadilan 
Agama menolak perlawanan, putusan verstek tetap di pertahankan 
segingga eksistensinya absolut menjadi landasan penyelesaian perkara. 
3) Eksistensinya absolut apabila terhadapnya tidak diajukan perlawanan atau 
tenggang waktu mengajukan perlawanan telah dilampaui, putusan verstek 
demi Hukum menjadi absolut, sehingga 
 Terhadapnya tertutup segala upaya hukum, dan 
 Pada putusan melekat kekuatan eksekutorial.32 
d. Pemeriksaan perlawanan (verzet) 
1) Pemeriksaan Berdasarkan Gugatan Semula 
  Berdasarkan putusan MA No. 938K Pdt 1986. Dalam putusan tersebut 
terdapat pertimbangan yang diatur sebagai berikut: 
 Substansi verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada  
pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan penggugat asal. 
 Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan 
tergugat asal menghadiri persidangan tidak relevan. 
 Oleh karena itu, putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah 
sah atau tidak ketidak hadiran tergugat atau memenuhi panggilan sidang 
adalah keliru. 
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 Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan 
verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi 
panggilan. Pengadilan Agama yang memeriksa kembali gugatan semula, 
karena dengan adanya verzet, putusan verstek mentah kembali, dan 
perkara harus diperiksa sejak semula.
33
 
2) Proses Pemeriksaan dengan Acara biasa 
 Ketentuan itu diatur dalam Pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: 




Dari perkara diatas posisi para pihak tidak berubah dari status semula. 
Pelawan tetap sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Oleh karena itu, 
sistem beban wajib bukti yang digariskan Pasal 163. 186 KUHPerdata tetap 
ditegakkan sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari ketentuan pasal dimaksud, 
pada prinsipnya beban wajib untuk membuktikan dalil gugatan di bebankan 
kepada terlawan dalam kedudukan sebagai penggugat. Sebaliknya kepada 
pelawan dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam 
kedudukan sebagai tergugat. Tidak boleh dibalik dengan cara meletakkan terlebih 
dahulu beban wajib bukti kepada pelawannya. Penerapan yang demikian 
melanggar tata tertib beracara yang digariskan sistem hukum pembuktian.
35
 
3) Surat Perlawanan sebagai Jawaban Tergugat Terhadap Dalil Gugatan 
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Berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan diperiksa 
dengan cara biasa yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan begitu, kedudukan 
pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan 
disampaikan kepada Pengadilan Agama, pada hakikatnya sama dengan surat 
jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. 142 HIR Rv. Kualitas surat 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian deskriptif 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual 
dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi 
penelitian adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. 
B. Pendekatan penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 
normatif. Pendekatan Yuridis atau Normatif adalah pendekatan yang dikonsepkan 
sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang 
menjadi patokan bagi manusia dalam berprilaku.. 
C.   Sumber data  
        Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan 
sekunder. 
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di 
lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone dengan cara-cara 
seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan 
mengadakan wawancara  dan tanya jawab pada informan penelitian untuk 
32 
 
pmemperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data 
kualitatif. 
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan 
atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan 
bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. data 
sekunder dikumpulkan melalui Library research dengan jalan menelaah buku-
buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada 
relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini menggunakan dua kutipan 
sebagai berikut: 
1). Kutipan Langsung  
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung 
sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
2) .Kutipan Tidak Langsung  
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke 
dalam susunan redaksi yang baru, mengutip pendapat orang lain dengan cara 








D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 




2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), 
gambar atau karya-karya yang monumental yang bersangkutan. 
3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2
 
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang 
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 
sumber data yang telah ada.
3
 
Penelitian ini, menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut: 
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, kemudian surat tersebut diteruskan sesuai lokasi untuk 
                                                          
1
Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian, h. 46. 
2
Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 
3
 Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, h. 225-242. 
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mendapatkan surat izin penelitian di Pengadilan Agama Klas 1B 
Watampone. 
 
E.   Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena 
itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian 
kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. 
Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah 
sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. 
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan informan. 
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 







F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses 
mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat 
penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu 
pada setiap data tersebut. 
2. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta 
menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil 
wawancara. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan 
memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat 
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
36 
 
apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kembali. 
 
G.  Pengujian Keabsahan Data 
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. 
maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat 
memperoleh kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila 
telah memenuhi standar objektifiktas maka penelitian tersebut dianggap telah 
teruji keabsahan data penelitiannya. 
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas 
hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. 
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik 
triangulasi. 
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik 
pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau 
perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan 
sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori.
4
 Tetapi 
triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data 
penelitian. 
                                                          
4
Junaidi Ghony dan  Fauzan Almansyur, Metodologi Penelitian Kualitatif,  h. 322-323. 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
  Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah 
Watampone pada tanggal Januari 1958.  Ketua pengadilan Agama Watampone saat 
itu adalah K.H.Abdullah Syamsuri degan tenaga personil sebgai berikut : 
1. H. Muhammad Yusuf Hamid; 
2. H. Abd. Hamid Djabbar; 
3. H. Hamsah Mappa; 
4. H. Muh. Said Syamsuddin. 
 Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor: 
B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada 
sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun lamanya,  
yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah kesebuah kantor milik Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 
dengan tenaga personil sebanyak 9 orang. 
 Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor 
di Jalan Bajoe, bersama diresmikanya gedung baru Pengadilan Agama Watmpone 
pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Badan Direktur Pengadilan Agama. Pada tanggal 27 
agustus 2008, pengadilan agama watampone pindah berkantor di jalan laksamana Yos 
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Sudarso NO. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga 
kini memiliki personil 48 orang. 
 Demkian sekilas tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Watampone. 
Pengadilan Agama Watampone  adalah termasuk dalam wilayah Pengadilan Agama 
Watampone. Wilayah hukumnya Pengadilan Negeri Kelas 1.B Watampone, dengan 




 Dari 42 jumlah pegawai dalam lingkungan pengadilan Agama kelas 1.B 
Watampone, yang diketahui oleh Drs. H. M. Yusar, M.H. Dengan terdiri dari 10 
orang (sepuluh) hakim sesuai dengan Keputusan Menteri Agama kepada masing-
masing yang bersangkutan, yang merupakan orang yang dianggap mapan dan cerdik 
dalam menagani masalah atau perkara yang diajukan kepadanya, demi untuk mencari 
keadilan dalam penerbitan masyarakat sebagai pencari keadilan. 
a. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Klas 1B 
 Struktur organisasi secara tingkatan institusional diatur dalam pasal 6 undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama. Menurut ketentuan pasal ini. 
Secara institusionallingkungan peradilan agam terdiri dari dua tingkat yaitu: 
1) Pengadilan Agama sebagai pengadilantingkat pertama. 
2) Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat banding. 
                                                          
1
http://www.pa.watampone.go.id/index.php?Potion=com_content&view=article&id=46&It=5
7. Rabu, 30 September 2015, pukul. 15.14 WITA 
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 Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B Watampone merupakan pengadilan 
tingkat pertama yaitu pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus 
perkara yang diajukan kepadanya setiap permohonan dan gugatan pada tahap paling 
awal. 
 Secara structural susunan pengadilan agama sesuai pasal 9 undang-undang 
No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama ayat (1) yaitu: 
 “susunan peradilan agama terdiri dari seorang pemimpin, hakim anggota, 
panitera, sekertaris, dan jurusita” 
 Secara structural susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone 




 Dalam Lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone mempunyai 
mekanisme kerja yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan dan realisasi kerja dan 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama yang 
merupakan program kerja setiap Pengadilan dalam pengembangan tugas-tugas 
kedinasan. 
B. Aturan Perundang-undangan Tentang Verstek 
 Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, 
sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, Pertama, Sumber Hukum 
Materil; kedua, Sumber Hukum Formil yang sering disebut Hukum Acara.
2
 
1. Hukum Materiil Peradilan Agama3 
Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering 
didefenisikan sebagai fiqih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. 
Terlebih bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan 
hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap 
agama. Pengaruh terhadap agama dimulai dengan pemetaan daerah hukum adat oleh 
Van Vollenhoven sampai dengan teori Receptie Snouck Hurgronje. Sehingga dalam 
perjalanan sejarah, Peradilan Agama mengalami pasang surut, terutama eksistensinya 
telah pernah hampir musnah sama sekali. Hal ini bisa dilihat pada zaman VOC, 
                                                          
2
 Jenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia  ( Cet. I; 
Jakarta: Kencana, 2008), h.347. 
3
Abdul Basir, Mimbar Hukum (Jurnal Dua Bulanan) Aktualitas Hukum Islam, No 64 Tahun 
XV 2004, Mei-Juni, h. 107-109.  
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dimana hukum kekeluargaan diakui dan terkumpul dalam peraturan yang disebut 
compendium frijer. Kemudian dengan lahirnya Stbl. 1882 No. 152 untuk Jawa dan 
Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 610 mengenai Kerapatan Qadhi di wilayah 
Kalimantan Selatan daan timur yang mengeluarkan hukum  waris kewenangan 
Peradilan Agama di wilayah Jawa dan Madura. Namun demikian, kepentingan 
hukum merupakan kepentingan masyarakat itu sendiri. 
 Apalagi bagi kaum muslimin yang taat sebagaimana ketentuan QS. Al-
Baqara/02:108 
                              
              
 Terjemahnya: 
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani 
Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan Barangsiapa yang 
menukar iman dengan kekafiran, Maka sungguh orang itu telah sesat dari 
jalan yang lurus. 
 Memerintahkan agar memeluk Islam secara kaffah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
utuh, dan menyeluruh. Maka melaksanakan hukum Islam menjadi sebagian dari 
pengalaman agamanya. Oleh karena itu , de facto hukum Islam menjadi pilihan 
hukum umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan 
dengan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. 
 Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum 
tertulis (Sistem Hukum Positif) dan masih berserakah dalam dalam berbagai kitab 
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karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosiokultural berbeda, sering 
menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka 
untuk mengeleminasi perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, 
telah dikeluarkan Undang-Undang  No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 
Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak, dan rujuk. Undang-
Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat biro Peradilan Agama No. B 1 735 
tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. 
 Dalam surat biro peradilan tersebut di atas dinyatakan bahwa, untuk 
mendapatkan kesatuan hukum materiil dalam memeriksa dan memutuskan perkara, 
maka para hakim Peradilan Agama Mahkamah Syari’ah dianjurkan agar 
menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab, yakni : (1) Al-Bajuri; (2) Fakthul 
Mu’in; (3) Syarqawi ‘Alat Tahrir’; (4) Qalyubi Wa Umairah Al-Mahalli; (5) Fakthul 
Wahhab; (6) Tuhfa; (7) Targhib Al-Mustaq; (8) Qawanin Syari’ah Li Sayyid Bin 
Yahya; (9) Qawanin Syari’ah Li Sayyid Shadaqah; (10) Syamsuri Li Fara’id; (11) 
Bugyar Al-Musytasyidin; (12) Al-Fiqih Ala madzahib Al-Arba’ah; (13) Muqhni Al-
Muhtaj. 
 Sebagai kitab-kitab ilmiah, maka hukum yang terkandung  di dalamnya belum 
merupakan hukum  yang tertulis sebagaimana halnya undang-undang yang disahkan 
oleh pemerintah bersama DPR. Bagi yang berpendapat hukum positif adalah hukum 
yang tertulis, hukum yang menjadi pedoman Peradilan Agama masih dianggap bahwa 
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hukum yang secara riil berlaku dalam masyarakat adalah hukum positif. Hal ini 
dilegalisasi oleh ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.45  Tahun 2009 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim 




2. Hukum Formil Peradilan Agama 
Meskipun Lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah dibentuk oleh 
Pemerintah Belanda dengan Stbl. 1882 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, di Kalimantan 
Selatan dengan stbl. 1937 No. 638 dan 639, kemudian setelah kemerdekaan RI, 
pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan 
Selatan dengan PP No. 45 Tahun 1957, tetapi dalam peraturan tersebut tidak 
disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam 
memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada 
ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, maka para 
hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil 
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inti sari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fiqih yang dalam penerapannya 
berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain.
 4
 
Ketentuan mengenai hukum acara di Pengadilan Agama tercantum dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 
tentang Peraturan Pelaksanaannya, ini pun baru sebagian kecil saja yang diatur dalam 
kedua peraturan ini. Ketentuan tentang hukum acara di lingkungan Peradilan Agama 
baru disebut secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama ini selain diatur tentang susunan dan kekuasaan Peradilan Agama, 
di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan 
Agama. Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri 
dari 37 Pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara Peradilan Agama dimuat 
secara lengkap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini 
dapat dilihat dalam Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada 
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang 
berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah 
diatur secara khusus dalam undang-undang ini 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 
Maret 2006 telah diamandemen  pasal-pasalnya dengan UU No. 3 Tahun 2006. Oleh 
                                                          
4
Abdul Manan, Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 4-8  
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karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah Herziene 
Inlandsch Reglement (HIR) untuk jawa, Madura. Rechtsreglement Voor De 
Buitengewesten (R.Bg) untuk luar jawa, Madura, maka kedua aturan hukum acara ini 
diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur 
secara khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
tersebut. Misalnya, pembenaan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon 
penggugat pembuktian dengan alasan syikak, gugatan perceraian yang didasarkan 
atas alasan zina(li’an).5 
Dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang 
berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan yang berlaku pada 
lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah disebutkan secara khusus 
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Adapun 
sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum diberlakukan juga 
untuk Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 
a. Reglement Op De Burgerlijk Rechstvordering (B.Rv) 
Hukum acara yang termuat dalam B.Rv ini diperuntukkuan untuk 
golongan Eropa yang berperkara dimuka Raad Van Justitie dan Residentie 
Gerecht. Ketentuan ini ditetapkan dengan Stbl. 1847 No. 52 dan Stbl. 1849 
No. 63, berlaku sejak tanggal 01 Mei 1848. 
                                                          
5
A, Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h. 152 
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b. Inslandsh Reglement (IR) 
Ketentuan hukum acara lain diperuntukkan untuk golongan Bumi 
Putra dan Timur asing yang nerada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali 
perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini diubah namanya 
menjadi Het Herzience Indonesia Reglement (HIR) atau disebut juga dengan 
Reglement Indonesia yang diperbarui RIB yang diberlakukan dengan Stbl. 
1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44. 
c. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) 
Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumiputra 
dan Timur Asing yang berada diluar Jawa dan Madura yang berperkara di 
muka Landraad. R.Bg ditetapkan berdasarkan Ordanasi tanggal 11 Mei 1927 
dan yang berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 01 Juli 1927, dikenal juga 
dengan “Reglement Daerah Seberang”.  
d. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia (BW) 
BW yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terdapat juga sumber  Hukum acara Perdata 
khususnya buku IV tentang Pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s/d 
1993. 
e. Wetboek Van Koophandel (WvK) 
WvK yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-
undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai 
sumber penerapan acara dalam praktek peradilan, WvK deberlakukan dengan 
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Stbl. 1847 No. 23. Khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 225, 258, 272, 273, 
274, dan 275. Dalam kaitan dengan Hukum Dagang ini, terdapat juga Hukum 
Acara Perdata yang diatur dalam Failissements Verordering (aturan 
kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 No. 348. 
f. Peraturan Perundang-undangan 
1. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dan diubah menjadi Undang-
Undang No.35 Tahun 1999 terakhir keduanya dinyatakan tidak berlaku 
lagi oleh UU NO.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam 
peraturan perundang-undangan ini memuat beberapa ketentuan tentang 
Hukum Acara Perdata dalam Praktek Peradilan di Indonesia. 
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang 
Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang 
berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung. 
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 
Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 
tersebut. 
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dalam 
Undang-Undang ini, khususnya Pasal 54 dikemukakan bahwa hukum 
acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan 
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hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal 
yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. 
5. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi 
Hukum Islam yang terdiri 3 buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, 
dan Wakaf. 
 
g. Yurisprudensi  
Dalam Kamus Fockema Andrea sebagaimana yang dikutif oleh Lilik 
Mulyadi,S.H (1998: 14) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
yurisprudensi adalah perkumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah 
Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam 
memberikan keputusan social yang sama. 
Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab 
Negara Indonesia tidak menganut asas “the binding force of precedent” , jadi 
bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dengan memakai dalam 
suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya. 
Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi apa bila 
yurisprudensi itu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan 
masyarakat, namun untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai 
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dengan keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat.  
h. Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI sepanjang 
menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata Materiil dapat dijadikan 
hukum acara dalam Praktik Peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang 
dihadapi oleh Hakim. 
Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung 
RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu 
masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Jadi, 
bukan mencampuri kemandirian hakim dalam menyelesaikan suatu perkara 
yang diajukan kepadanya. 
 
i. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan  
Sebelum berlaku Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak digunakan oleh hakim 
Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama 
ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalamkitab-kitab fiqih. Berdasarkan 
Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama No. B/1/1735 
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tanggal 18 Februari 1958 sebagai Pelaksana Peraturan Pemeritah No. 45 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Diluar Jawa dan 
Madura dikemukakan bahwa untuk medapatkan kesatuan hukum dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara, maka hakim Pengadilan Agama agar 
diajukan agar menggunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber 
dari kitab fikih. Dengan merujuk pada kitab fikih diharapkan Hakim Peradilan 
Agama dapat mengambil atau menyeragamkan cara beracara dalam Peradilan 
Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara 
yang diajukan kepadanya dilingkungan Peradilan Agama. 
 
C. Landasan Hukum Pembuktian Perkara Cerai Gugat Terhadap Putusan 
Verstek 
 Pada saat sidang pertama, apa bila ada pihak yang tidak hadir dan tidak 
menyuruh wakilnya untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, padahal 
sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir bisa saja Penggugat dan bisa 
juga Tergugat. Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan 
masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah Penggugat, maka 
perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi 
setelah penggugat terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila 
pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak 
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menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, padahal tergugat telah 
dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. 
 Putusan verstek adalah Putusan Pengadilan yang dijatuhkan dengan tidak 
pernah dihadiri oleh tergugat setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut.
6
 Dan 
tentang hal inipun dikenal dalam Hukum Islam dengan kaidah: 
Maksud dari kaidah tersebut adalah “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim 
yang muslim dan ia mengabaikan, maka ia zhalim (gugurlah haknya)“.7 
Menghadapi masalah ketidakhadiran tergugat. Pengadilan Agama Kelas 1B 
Watampone melakukan pemanggilan sebayak dua kali. Jika pemanggilan pertama 
tergugat tidak hadir, pengadilan melakukan pemeriksaan pemanggilan apakah sudah 
memenuhi kriteria sah atau patut. Sah dalam arti, tergugat dipanggil berdasarkan 
alamat yang tertera dalam surat gugatan, dan kepatutannya berdasarkan tenggang 
waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
hari sebelum persidangan. Jika terdapat kesalahan pemanggilan, berarti pemanggilan 
tersebut tidak sah atau bahkan belum sampai kepada pihak yang harus dipanggil, oleh 
karena harus diperintahkan untuk dipanggil lagi.
8
 
                                                          
6
 Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
7
Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015.  
8
 Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No: 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 
berbunyi bahwa Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
Peradilan dalam lingkungan Peradilan  Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam undang-undang ini.
9
 
Berdasarkan pasal di atas, maka sudah jelas ketentuan putusan verstek perkara 
perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang 
mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. 
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum 
adalah HIR bagi daerah Jawa dan Madura dan R.Bg bagi luar Jawa dan Madura. Jadi 
Praktek Perundang-undangan yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku 




“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia 
tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil 
dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali 
kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan atau tidak 
beralasan”. 
                                                          
9
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 
undang-undang nomor  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  (Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Agama: Jakarta, 2006).h, 63. 
10
Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
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Pembuktian dalam putusan verstek menurut Soepomo dan Retno Wulan 
Susanto adalah tidak perlu dilakukan, yakni ketika tergugat tidang datang 
dipersidangan setelah dilakukan  panggilan  secara resmi, dan baru diadakan setelah 
ada perlawanan. Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh A.Mukti Arto, 
bahwa putusan verstek dijatuhkan tanpa pembuktian lebih dahulu dalil gugat yang 
dikemukakan oleh penggugat karena dibantah oleh tergugat, kecuali dalam perkara 
perceraian. Artinya pendapat tersebut pengecualian dari ketentuan HIR dan R.Bg. 
 Menurut hasil data yang penulis dapat di lapangan, hakim Pengadilan Agama 
Klas 1B Watampone  mengatakan, bahwa secara tekstual pembuktian tidak diatur 
dalam Pasal 149 R.Bg dan 125 HIR, pasal ini hanya mengatur masalah 
ketidakhadiran saja. Adapun persoalan pembuktian dalam putusan verstek, 
Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone selalu menggunakan  dan 
mempertimbangkannya, karena pembuktian merupakan syarat formil dalam 
persidangan dan bukti adalah hal yang sangat penting perananannya karena 
menyangkut validitas dan prinsip utama dalam perkara perdata.
11
 
Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Pembuktian pada hakekatnya 
baik dalam arti yang logis ataupun yuridis adalah berarti mempertimbangkan secara 
logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Dari pendapat tersebut 
secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu keputusan tidak dapat dikeluarkan 
jika tidak memiliki bukti. 
                                                          
11
Jakar Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 2 Oktober 2015. 
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 Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone 
untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat 




 Selain itu, menurut hakim Pengadilan Agama bahwa Pasal 125 HIR yang 
berlaku juga di Pengadilan Agama adalah produk Belanda, sedangkan Pengadilan 
Agama harus melaksanakan syariat Islam. Untuk itu Pembuktian merupakan hal yang 
penting agar semua gugatan penggugat memiliki kekuatan hukum.
13
 
                                                          
12
 Jakar Ahmad, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 2 Oktober 2015. 
13
 Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
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D. Analisa Pertimbangan Hukum Bagi Hakim  Dalam Memutuskan Perkara 
 Menurut hukum acara positif dalam perkara perdata, hakim diwajibkan untuk 
mencari kebenaran formal, hal ini adalah dikarenakan luas ruang lingkupnya perkara 
sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Begitupun dalam perdata 
Islam, hakim tidak diwajibkan untuk mencari suatu kebenaran materiil, melainkan 
hanya diwajibkan untuk mencari   kebenaran formal saja. Hal ini sesuai dengan apa 
yang pernah diputuskan oleh Qadli Syuraih ketika memutuskan perkara perdata 
antara Ali bin Abi Thalib R.A, tentang baju besi yang jatuh dari untanya yang 
bernama auraq, dengan seorang Yahudi yang memegang baju besi tersebut 
ditangannya, kemudian Qadli Syurah menjatuhkan vonis kepada Yahudi bahwa baju 
itu adalah miliknya, karena Ali bin Abi Thalib tidak mempunyai dua orang saksi.
14
 
  Berkenaan  dengan putusan verstek yang mana praktek perundang-undangan 
yang mengatur tentang verstek tersebut dan berlaku juga lingkungan Pengadilan 
Agama adalah R.Bg Pasal 149 dan HIR Pasal 125, walaupun dilaksanakan hanya 
dihadiri oleh satu pihak tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sah dan kuat. 
 Selain itu juga, putusan verstek menjadi penting keberadaannya melihat 
jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Klas 1B Watampone jumlahnya 
tidaklah sedikit. Sejak tahun 2012 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama 
Klas 1B Watampone berjumlah 1208 kasus, tahun 2013 berjumlah 1430 kasus, dan 
tahun 2014 berjumlah 2060, dimana rata-rata jenis perkara terbanyak adalah pada 
                                                          
14
 As-Shun’ani, Muhammad bin Isma’il Al-Khalami, Sublus Salam  ( Cet. IV; Mesir: Mustafa 
Al Halabi, 1960) 
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perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat. Bahkan pada tahun 2014 mengalami 
peningkatan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama tersebut, jenis 
perkara terbanyak adalah Cerai Gugat dengan jumlah 1251, dan disusul dengan Cerai 
Talak berjumlah 559 kasus.
15
 Kemudian jumlah data perkara sisa akhir bulan agustus 
tahun 2015 yang saya peroleh adalah berjumlah 549 perkara.
16
 
 Maka bisa dibayangkan bila tidak ada penyelesaian putusan kasus dan 
termasuk putusan verstek, dari jumlah kasus yang masuk semakin bertambah, akan 
mengakibatkan penumpukan yang luar biasa. 
 Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim 
mempertimbangkan dari ke absahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat dan 
alasan ketidak hadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian acara posita dan 
npetitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak.  Jika gugatan itu tidak 
beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan 
tuntutan, maka gugatan akan ditolak.
17
 
 Hal ini yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Klas 1B Watampone 
dalam pokok perkara Nomor: 229/Pdt.G/3013/PA.WTP, dimana hakim 
mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, yang mana telah dipanggil secara resmi 
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 Buku Laporan Pengdilan Agama Watampone, Perkara Diterima Dan Diputus Pada 
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2012s/D 2015, September 2015 
16
 Buku Laporan Pengdilan Agama Watampone, Perkara Diterima Dan Diputus Pada 
Pengadilan Agama Watampone Tahun 2012s/D 2015, September 2015 
17
Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
57 
 
dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan 
kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan ketidak 
hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah. Selain itu hakimpun melihat alasan 
pokok gugatan, bahwa sejak tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, namun 
demikian Tergugat selalu meminta Penggugat untuk berada di rumah, serta sering 
melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sejak bulan januari 1997 antara 
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Untuk menguatkan semua dalil-dalil 
gugatan Penggugat, hakimpun menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari adik kandung 
Tergugat yang mengetahui dan menyaksikan perselisihan antara Penggugat dan 
Tergugat. 
 Tindakan Hakim Pengadilan Klas 1B Watampone dalam menghadirkan saksi 
sebagaimana dalam putusan tersebut di atas adalah agar putusan yang dijatuhkan 
memiliki pertimbangan hukum yang kuat. Wirjono Projodikoro mengemukakan hal 
yang sama tentang saksi dalam pemeriksaan perkara, menurutnya bahwa di antara 
tindakan-tindakan hakim dalam memeriksa perkara perdata yang amat penting dan 
yang harus pertama-tama disebut ialah pendengaran saksi. Ini termasuk tindakan 
hakim mengenai pembuktian dari sesuatu yang diajukan oleh pihak berperkara. 
 Putusan verstek yang telah dijatuhkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum. 
Namun Penggugat dan Tergugat masih memiliki hak-hak setelah putusan tersebut 
dijatuhkan. Kalau penggugat tidak terima dengan putusan verstek, maka ia dapat 
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melakukan Upaya Banding. Sedangkan kalau tergugat  yang tidak bisa menerima 
keberatan atas adanya putusan verstek, maka ia dapat melakukan perlawanan atas 
putusan verstek tersebut (verzet).
18
 
 Berkenaan dengan verzet yang dilakukan oleh tergugat, menurut hakim 
Pengadilan Agama Klas 1B Watampone, secara formal sepanjang verzet masih 
dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut undang-undang dan 
pemeriksaan perkara kembali dibuka, bisa saja dianggap hak-hak tergugat telah 
terpenuhi. Sedangkan mengenai subtansi yang menyangkut hak-hak tergugat, sangat 
tergantung dari hasil pembuktian.
19
 
 Penyusun akan menguraikan putusan perkara  verstek No:  
229/Pdt.G/2013/PA.WTP, sebagai berikut : 
1. Pihak-Pihak: 
 Penggugat : Fenti Nur binti Jumadi, umur 20 tahun, agama Islam, 
pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. 
 Tergugat : Saparuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan 
SD, pekerjaan Nelayan 
2. Tentang Duduk Perkara 
a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang 
menikah pada 7 maret 2011 di Kecematan Tanete Riattang Timur 
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 Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
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 Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wawancara di Pengadilan Agama 
Watampone, 30 September 2015. 
59 
 
sesuai dengan Kutipan  Akta Nikah Nomor 095/13/III/2011 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan  Agama Kecematan Tanete 
Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 08 Maret 2011.  
b. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta’lik 
talak; 
c. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat 
telah membina rumah tangga selama 10 bulan di rumah saudara 
Tergugat di Mallari dan telah di karuniai seorang anak, yang 
bernama Jumrah binti Saparuddin, umur 5 bulan ; 
d. Bahwa, sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat 
dan Tergugat  tidak pernah harmonis disebabkan karena Tergugat 
malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup 
Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat; 
e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 
Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012 dan pada saat itu Tergugat 
mengusir Penggugat yang dalam keadaan hamil yang 
mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 
lebih lamanya; 
f. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, 
Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan 
dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke 
Pengadilan Agama Watampone. 
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3. Pertimbangan Hukum  
a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti 
diuraikan diatas. 
b. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka 
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)  dan Pasal 73 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
50 Tahun 2009 perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan 
Agama. 
c. Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya 
satu pihak yang hadir, yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA 
Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun 
upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara 
menasehati Penggugat agar mengurunkan niatnya untuk brcerai 
tetapi tidak berhasil. 
d. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 
tetapi tidak datang menghadap maka sesuai Pasal 26 Peraturan 
Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus 
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan 
pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat. 
e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat 
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dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh 
karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk 
membuktikan dalil-dalil gugatannya. 
f. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang 
menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat 
dipertahankan lagi, sering timbul perselisihan dan pertengkaran 
disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, sehingga 
kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat, 
dan sejak bulan Januari 2012, Penggugat kembali ke rumah orang 
tua karena diusir oleh Tergugat hingga sekarang sudah 1 tahun lebih 
dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat. 
g. Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya 
telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang 
saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah 
memberikan keterangannya di bawah sumpah. 
h. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik 
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 
mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan 
masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak 
dalam perkara ini. 
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i. Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat 
didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka 
majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari 
keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni  saksi 
Jumadi bin Saebu dan Madinah binti Saebu, sehingga telah 
terpenuhi maksud  Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor  7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 
j. Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan 
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sahdan 
dikaruniai seorang anak; 
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat tidak rukun 
disebabkan Tergugat malas bekerja mencari memberi nafkah kepada 
Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 
ditanggung orang tua Penggugat; 
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 




k. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di 
atas, maka majelis hakim  menemukan fakta hukum dalam 
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan 
belum pernah bercerai. 
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak 
harmonis disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah ; 
- Bahwa akibat hal tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat 
pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 1 
tahun lebih tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ; 
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi 
tidak berhasil. 
l. Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah 
tangga adalah ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. 
Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat 
berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah 
diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal 
tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-
istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama 
skali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan 
kehendak diantara keduanya. 
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m. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis 
hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat 
dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan 
perkawinan untuk membentuk kelurga/rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang 
sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi 
Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat 
dengan Tergugat 
n. Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah 
berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap 
mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil 
karena Penggugat tetap bersihkeras untuk brcerai,sehingga majelis 
hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 
tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah 
tangga. 
o. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka 
gugatan Penggugat dapat dikabulkan. 
p. Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian 
pada Kantor Urusan Agama Kecematan tempat perkawinan 
Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk 
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menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah 
Kecematan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, setelah 
putusan ini berkekuatan  hukum  tetap, berdasarkan Pasal 84 
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor  50  Tahun 2009. 
q. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 





A.  KESIMPULAN   
1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No: 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
yang berbunyi bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 
lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 
Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang ini”. Jadi praktek perundang-undangan yang 
mengatur  tentang verstek tersebut dan berlaku juga di lingkungan Pengadilan 
Agama adalah R.Bg. Pasal 149 dan HIR Pasal 125. 
2. Landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Watampone untuk memakai 
proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil, 
pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang 
alat-alat bukti. Hal tersebutpun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat 
Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian 
tersebut dibebankan kepada pihak penggugat. 
3. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone 
dalam perkara No. 229/Pdt.G/2013/PA.Wtp, adalah sebagai berikut : 
- Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis    
hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan 
dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat. 
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- Tindakan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam mendengarkan 
keterangan saksi sebagaimana dalam putusan tersebut diatas adalah agar 
putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat. 
B. Saran-Saran 
1. Demi kodifikasi dan unifikasi hukum, penulis menyarankan agar hukum acara 
Pengadilan Agama yang pada mulanya diatur dalam HIR dan R.Bg. 
ditingkatkan dalam Undang-Undang. 
2. Penulis mengimbau kepada para hakim Pengadilan Agama Watampone 
khususnya maupun para hakim lainnya, agar memperhatikan dengan seksama 
dan teliti sistem acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi agar 
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. 
3. Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang hukum Islam 
maupun hukum positif melalui ceramah agama, memberikan konsultasi 
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FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 
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Tembusan: 
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa 
 
Samata, 4 September 2015 
Nomor : SI.1/PP.00.9/   /2014      
Lamp : 1 (satu) exemplar 
Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN 
 
Kepada   
 
Yth. Ketua Pengadilan Agama Watampone 
  Di – 
   Tempat 
 
Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb.  
 
 Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut 
namanya dibawah ini : 
 
 Nama   : Faizal Antili 
 Nim   : 10300110034 
 Fakultas/jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
 Simister  : IX (Sembilan) 
 Alamat   : Jln. Tun Abd. Razak Kab. Gowa. 
 
 Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skipsinya adalah: “Putusan Verstek 
Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Klas 1B Watampone (Analisa Putusan 
Perkara NO. 229/Pdt.G/2013/PA.WTP)” 
 Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kasjim Salenda, SH., M. Th.  
     2. Rahmiati, M. Pd 
 
 Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang 
bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Watampone . 
 
 Demikian permohonan kami, atas kesedian dan kerjasamanya diucapkan terimah kasih. 
 








 Prof. Dr. Darussalam, M.Ag 
 Nip: 19621016 199003 1 003 
Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone 
Tentang 
Putusan Verstek Pengadilan Agama Watampone Dalam Perkara Cerai Gugat 
Nama Hakim  : Drs. H. Ahmad Jakar. M.H 
Tempat  : Pengadilan Agama Watampone 
Hari dan Tanggal : 
 
1. Didalam Pasal 149 R.B.g dan Pasal 125 HIR membahas tentang verstek, akan 
tetapi proses pembuktian di atur di dalamnya? 
Jawaban: 
Pasal tersebut tidak mengatur tantang pembuktian, pasal tersebut hanya mengatur 
tentang ketidak hadiran tergugat. 
2. Apa landasan hukum bagi Hakim untuk memakai proses pembuktian dalam 
perkara cerai gugat yang diputus verstek? 
Jawaban: 
Setiap perkara yang disidangkan harus ada pembuktian karena merupakan syarat 
formil. Pasal 125 HIR memang tidak mengatur tentang pembuktian, namun 
pembuktian diataur dalam pasal 164 HIR tentang pembuktian, surat, saksi, 
pengakuan, dan sumpah. 
3. Bagi Hakim apa manfaat dari proses pembuktian dalam perkara carai gugat 
yang dijatuhkan putusan verstek? 
Jawaban: 
a. Dapat menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat; 
b. Mengahasilkan kepastian hukum; 
c. Untuk menghidar adanya hal-hal yang tidak terungkap di dalam persidangan 
4. Apakah boleh acara verstek dalam perkara cerai gugat tidak memakai 
pembuktian? 
Jawaban: 
Tidak boleh karena setiap perkara yang disidangkan harus ada pembuktian. Selain 
itu dengan kehadiran saksi dalam persidangan cerai gugat, berarti telah memnuhi 
syarat formil pembuktian. 
Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone 
Tentang 
Putusan Verstek Pengadilan Agama Watampone Dalam Perkara Cerai Gugat 
Nama Hakim  : Drs. Usman. S.H, M.H 
Tempat  : Pengadilan Agama Watampone 
Hari dan Tanggal : 
 
1. Apa pendapat bapak tentang putusan vestek? 
Jawaban: 
Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dengan ketidak 
hadiran tergugat setelah tergugat dipanggil secara patut. 
2. Apakah putusan verstek dikenal dalam Islam? 
Jawaban: 
Putusan verstek adalah sebuah hukum acara yang dirumuskan oleh ahli hukum 
yang diatur dalam R.B.g pasala 146 dan HIR pasal 125, sedangkan hubunganya 
dalam Islam hanya ada pada aturan pembuktian. 
3. Perundang-undangan man yang mengatur verstek? 
Jawaban: 
Diatur dalam R.B.g pasala 146 dan HIR pasal 125 
4. Bagaiman pendapat hakim, jika ketidak hadiran tergugat tersebut dikarenakan 
kesalahan dalam proses pemanggilan. Seperti halnya keterlabatan dalam 
panggilan? 
Jawaban: 
Jika terdapat sebuah kesalah dalam sebuah pemanggilan maka pemanggilan 
tersebut tidak sah, oleh karena itu maka harus dilakukkan pemanggilan ulang. 
5. Sengketa apa saja yang dapat diputus secara verstek? 
Jawaban:  
Semua gugatan dapat dioutus secara verstek selama gugatan memenuhi syarat-
syarat vestek. 
6. Apakah dalam acara verstek mengharuskan adanya pembuktian? 
Jawaban:  
Pada dasarnya tidak mengaharuskan adanya pembuktian, namun dalam perkara 
cerai gugat biasanya Majelis Hakim menghadirkan keterangan dua orang saksi 
sebelum menjatuhkan putusan 
7. Dalam perkara perceraiaan. Bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran 
dalil-dalil gugatan penggugat sementara tergugat tidak hadir? 
Jawaban: 
Dengan ketidak hadiran tergugat Majelis Hakim dapat menganggap tergugat telah 
melepaskan hak jawab dan mengakui seluruh dalil gugatan penggugat 
8. Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan verstek? 
Jawaban: 
a. Keabsahan panggilan telah terpenuhi dan alsan ketidak hadiran tergugat; 
b. Syarat formal gugatan memenuhi syarat atau tidak dengan meninjau 
kesesuaian posita dan potitum; 
c. Gugatan beralasan hukum atau tidak 
9. Bagaimana pendapat Hakim tentang hak-hak penggugat dan tergugat jika 
terjadi putusan vestek? 
Jawaban: 
Jika penggugat tidak menerima putusan verstek yang di putus oleh Majelis 
Hakim, maka penggugat dapat melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi 
Agama. Sedangkan jika pihak tergugat yang tidak terima dengan putusan verstek 
tersebut tergugat dapat melakukan upaya hukum verset 
10. Apakah verzet dapat memenuhi hak tergugat? 
Jawabn: 
Secara formal selama verset dilakukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan 
menurut undang-undang pemeriksaan perkara dapat kembali dibuka, hal ini dapat 
dianggap hak tergugat telah terpenuhi. Sedangkan mengenai subtansiyang 
menyangkut hak-hak tergugat sangat tergantung dari hasil pembuktian. 
Pedoman Wawancara 
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik 
berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data 
teruji validitas dan relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam 
penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut : 
1. Apa pendapat bapak/ibu tentang putusan verstek? 
2. Apakah putusan verstek dikenal dalam hukum islam? 
3. Praktek perundang-undangan mana yang mengatur tentang verstek? 
4. Didalam pasal 149 R:GB dan pasal 125 HIR menganut tentang verstek, akan 
tetapi apakah proses pembuktian diatur didalamnya? 
5. Apa landasan hukum bagi hakim untuk memakai proses pembuktian dalam 
putusan verstek? 
6. Bagi hakim apa manfaat dari proses pembuktian dalam perkara cerai gugat 
yang dijatuhkan putusan verstek? 
7. Apakah boleh dalam acara verstek perkara cerai gugat tidak memakai 
pembuktian? 
8. Bagaimana pendapat hakim, jika ketidak hadiran tergugat tersebut karena 
kesalahan dalam proses pemanggilan, seperti adanya keterlambatan dalam 
pemanggilan? 
9. Sengketa apa saja yang dapat diputus secara verstek? 
10. Apakah dalam putusan verstek tersebut mengharuskan adanya pembuktian? 
11. Dalam perkara perceraian. Bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran 
dali-dalil gugatan penggugat, sementara penggugat tidak hadir? 
12. Bagaimna pertimbangan hakim dalam putusan verstek? 
13. Bagaiman pendapat hakim tentang hak-hak penggugat jika terjadi putusan 
verstek? 
14. Apakah verzet dapat memenuhi hak penggugat? 
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